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A B S T R A K 
 Penggunaan jaminan fidusia dalam pembiayaan kendaraan 
bermotor memegang peranan penting dalam menjamin adanya 
kepastian hukum antara pihak perusahaan pembiayaan 
(kreditur) dan konsumen (debitur). Akan tetapi, dalam 
pelaksanaannya, masih sering ditemukan tindakan yang 
menyimpang dan merugikan konsumen, seperti penarikan 
kendaraan tanpa melalui prosedur hukum yang benar sesuai 
peraturan perundang-undangan. Tulisan ini mengkaji 
penerapan jaminan fidusia dalam praktik leasing kendaraan 
bermotor, dengan menitikberatkan pada bentuk 
penyalahgunaan yang kerap terjadi serta bagaimana 
perlindungan hukum terhadap konsumen seharusnya 
diberikan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan 
yuridis normatif dengan analisis terhadap ketentuan hukum 
yang berlaku dan studi kasus yang relevan. Berdasarkan hasil 
kajian, ditemukan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur tata cara 
pelaksanaan eksekusi, kenyataannya masih banyak perusahaan 
leasing yang tidak mengikuti ketentuan hukum tersebut, 

sehingga konsumen dirugikan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat serta penegakan 
hukum yang konsisten guna memastikan hak-hak konsumen tetap terlindungi dalam transaksi leasing 
kendaraan bermotor. 
A B S T R A C T 
Fiduciary guarantees serve as a key legal mechanism in motor vehicle leasing, offering security for both 
creditors and consumers. Despite clear statutory regulations, enforcement remains inconsistent, leading to 
frequent consumer rights violations—particularly through unilateral vehicle repossessions without court 
approval. This study applies a normative legal approach to examine the misuse of fiduciary guarantees in 
Indonesia and evaluates the effectiveness of consumer legal protection. Findings indicate a persistent gap 
between regulatory frameworks and implementation, underscoring the need for stricter oversight and 
enforcement to safeguard consumer interests in leasing transactions. 
 

 
PENDAHULUAN 
            Jaminan fidusia merupakan salah satu jenis jaminan kebendaan yang banyak diterapkan dalam 
pembiayaan, terutama dalam industri leasing kendaraan bermotor. Dalam sistem ini, meskipun konsumen 
sebagai debitur tetap berhak menggunakan kendaraan, secara hukum kepemilikan kendaraan tersebut 
masih berada di tangan pihak leasing atau kreditur sampai kewajiban pembayaran dilunasi sepenuhnya. 
Dalam model ini, debitur atau konsumen tetap memiliki hak untuk menggunakan kendaraan, namun 
kepemilikan kendaraan tersebut secara hukum tetap berada pada pihak leasing atau kreditur hingga 
seluruh kewajiban pembayaran selesai dilunasi. Tujuan dari penggunaan jaminan fidusia dalam leasing 
adalah untuk memberikan jaminan hukum bagi kedua pihak serta memastikan pembayaran kredit 
kendaraan oleh konsumen.1 
           Namun, dalam praktiknya, terdapat banyak kasus penyalahgunaan mekanisme jaminan fidusia oleh 
pihak leasing. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling sering ditemui adalah penarikan kendaraan 
secara sepihak tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 
Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 menggarisbawahi bahwa eksekusi 

 
1 Adinda Crysanti Meyda et al., “Analisis Regulasi Jaminan Fidusia Untuk Mencapai Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dengan Objek  
Jaminan Kendaraan Bermotor Dua,” Diponegoro Private Law Review 8, no. 2 (2023): 184–200. 
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jaminan fidusia harus dilakukan melalui permohonan ke pengadilan jika debitur mengajukan keberatan. 
Hal ini menegaskan bahwa proses eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan sesuai dengan mekanisme 
hukum yang berlaku.2 
            Masalah dalam implementasi jaminan fidusia ini juga berdampak pada perlindungan konsumen. 
Banyak konsumen yang mengalami kerugian akibat tindakan leasing yang tidak sesuai dengan ketentuan 
hukum, seperti penarikan kendaraan tanpa pemberitahuan atau surat peringatan terlebih dahulu. Selain 
itu, banyak konsumen yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka, sehingga mereka kurang 
memiliki daya tawar ketika menghadapi tindakan yang merugikan dari pihak leasing. 
           Selain masalah perlindungan konsumen, kurangnya pengawasan terhadap perusahaan leasing juga 
menjadi penyebab utama penyalahgunaan dalam praktik jaminan fidusia. Banyak perusahaan leasing yang 
tidak terdaftar atau tidak diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengarah pada 
praktik leasing ilegal yang beroperasi tanpa mematuhi regulasi yang ada. Hal ini semakin memperburuk 
perlindungan hukum bagi konsumen yang bertransaksi dengan leasing kendaraan bermotor. 
           Meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan pedoman yang jelas mengenai 
pelaksanaan jaminan fidusia, termasuk prosedur eksekusi dan perlindungan konsumen, implementasi di 
lapangan sering kali tidak sesuai dengan aturan tersebut. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia mengatur bahwa objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur, tetapi hak untuk 
mengeksekusi tetap berada pada kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Namun, sering terjadi 
penyimpangan dari aturan ini, baik karena kurangnya sosialisasi hukum maupun pengawasan yang lemah.3 
           Oleh karena itu, analisis ini lebih dari sekadar membahas penerapan jaminan fidusia dalam leasing 
kendaraan bermotor untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang timbul dalam praktiknya. Penelitian 
ini akan lebih fokus pada berbagai bentuk penyalahgunaan yang sering terjadi dan sejauh mana 
perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang 
isu ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas dalam mekanisme jaminan fidusia. 
                  
METODE 
           Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan dalam studi hukum yang 
menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional. 
Metode ini bertujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, pandangan atau pendapat para ahli 
hukum (doktrin), serta putusan-putusan pengadilan yang relevan guna merumuskan jawaban atas isu-isu 
hukum yang dibahas. 
          Secara lebih detail, penelitian ini memanfaatkan data primer dan sekunder sebagai bahan analisis. 
Data primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, 
putusan pengadilan, dan regulasi lain yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, data 
sekunder mencakup sumber-sumber literatur seperti buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, serta karya tulis 
lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. 
          Pendekatan yuridis normatif ini juga mencakup analisis terhadap asas hukum, prinsip-prinsip dasar 
dalam sistem hukum, serta teori-teori hukum yang dapat membantu menjelaskan bagaimana hukum 
diterapkan dalam praktik. Peneliti akan mengkaji beragam penafsiran hukum yang berkembang di 
kalangan akademisi dan praktisi, serta mengevaluasi implementasi norma hukum di tengah masyarakat. 
          Sebagai pelengkap, penelitian ini juga mempertimbangkan studi perbandingan dengan kebijakan atau 
regulasi hukum dari negara lain jika dianggap relevan, guna memperkaya sudut pandang dan memberikan 
pemahaman yang lebih luas mengenai isu yang diangkat. Dengan demikian, metode yuridis normatif dalam 
penelitian ini tidak hanya berfokus pada teks hukum semata, tetapi juga mencakup dimensi interpretatif 
dan aplikatifnya dalam kehidupan sosial. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengertian Jaminan Fidusia 
       Istilah 'fidusia' be$rakar dari kata Latin fiducia, yang se $cara harfiah dapat dimaknai se$bagai be$ntuk 
ke$pe $rcayaan atau ke$yakinan antar pihak.4 Dalam Kamus Hukum, istilah ini me $rujuk pada be $ntuk 
pe $nye $rahan hak milik yang didasarkan pada rasa saling pe $rcaya. Dalam bahasa Be$landa, konse$p ini dike $nal 
se $bagai fiduciare$ e $ige$ndom ove $rdracht, yang me$miliki arti se $rupa. Se$cara e$timologis, fidusia be $rasal dari 
kata fide$s yang juga be$rarti ke$pe $rcayaan, di mana pihak yang me$mbe $rikan jaminan pe$rcaya bahwa hak 

 
2 A Anthoni, “Tinjauan Yuridis Atas Penarikan Kendaraan Secara Paksa Oleh Debt Collector Tanpa Surat Tugas Penarikan,” Jurnal 
Bevinding 01, no. 08 (2023): 1–16, http://journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/654. 
3 H N Hermansyah, “Analisis Yuridis Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia Setelah Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit 
Oleh Lembaga …,” Wasaka Hukum, 2021, https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/45. 
              4 Fiduciary dalam Bahasa Indonesia,” Goong.com, diakses 13 April 2025 
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milik atas barang yang dijaminkan hanya dipindahkan se $me $ntara, bukan untuk dimiliki se$pe $nuhnya ole $h 
kre$ditur. Ke$tika ke$wajiban dalam pe$rjanjian utama te$lah te $rpe$nuhi, hak milik atas barang te$rse$but akan 
ke$mbali ke$pada pihak yang me$mbe $rikan jaminan. 
       Marhainis, dalam bukunya yang me$mbahas Hukum Pe$rdata khususnya te$rkait jaminan fidusia, 
me $nye $but konse$p ini se $bagai "Pe$rjanjian atas Ke$pe $rcayaan". Ia me$rujuk pada istilah fiduciair e$ige$ndom 
ove $rdracht (disingkat f.e$.o), yang me$nggambarkan pe$nye $rahan hak milik atas dasar ke$pe $rcayaan. 
Me$nurutnya, praktik ini lazim te$rjadi di dunia pe$rbankan, di mana nasabah me$mbe $rikan jaminan be$rupa 
be$nda be $rge$rak untuk me$mpe $role$h pinjaman, te $tapi be$nda te$rse$but te$tap dikuasai dan digunakan ole$h 
pe $miliknya. Dalam hal ini, fidusia me$miliki unsur gadai kare$na me$libatkan be$nda be$rge$rak, dan unsur 
hipote $k kare$na barang tidak dise$rahkan se$cara fisik ke$pada kre$ditur.5 
        Marhainis juga me$nje$laskan bahwa dalam ske$ma ini, se $olah-olah de$bitur me$nye $rahkan ke$pe$milikan 
barang ke$pada kre$ditur, lalu kre$ditur me$nge $mbalikannya untuk te$tap digunakan ole$h de $bitur. Inilah yang 
me $njadi dasar dari konse $p fidusia se $bagai pe$nye $rahan hak milik atas dasar ke$pe $rcayaan.6 

  
Penerapan Jaminan Fidusia Dalam Leasing Kendaraan Bermotor 
       Tahapan Pe$ngikatan dan Pe$ndaftaran Jaminan Fidusia Pe$laksanaan jaminan fidusia dalam praktik 
pe $mbiayaan, khususnya le$asing ke$ndaraan, dilakukan me $lalui be$be$rapa tahapan yang se$suai de$ngan 
ke$te $ntuan hukum yang be$rlaku. Prose$s ini dimulai dari pe $mbuatan pe$rjanjian utama, pe$mbuatan akta 
jaminan fidusia, hingga prose$s pe$ndaftarannya di Kantor Pe$ndaftaran Fidusia untuk ke$mudian dite$rbitkan 
Se$rtifikat Jaminan Fidusia. 

1. Tahap Pe$rtama ( Pe$mbuatan Pe$rjanjian Pokok ) 
      Langkah awal dalam pe$ngikatan jaminan fidusia adalah de $ngan me$mbuat pe $rjanjian utama, 
se $pe$rti pe$rjanjian kre$dit atau utang. Pe$rjanjian ini bisa be $rbe$ntuk akta di bawah tangan (dibuat 
se $ndiri ole $h para pihak) atau akta ote $ntik yang dibuat di hadapan notaris. Kare $na jaminan fidusia 
be$rsifat acce$ssoir (ikut dari pe$rjanjian pokok), maka pe$rjanjian pokok harus ada te$rle$bih dahulu. Hal 
ini dite $gaskan dalam Pasal 4 UU Jaminan Fidusia, yang me $nyatakan bahwa fidusia me$rupakan 
pe $rjanjian tambahan yang me$ndukung pe $rjanjian utama. 

2. Tahap Ke$dua ( Pe$mbuatan Akta Jaminan Fidusia ) 
     Se$te$lah pe $rjanjian pokok dibuat, tahapan se$lanjutnya adalah me$mbuat akta jaminan fidusia. Akta 
ini me $rupakan akta ote$ntik yang wajib dibuat ole$h dan di hadapan notaris, se $bagaimana diatur dalam 
Pasal 5 ayat (1) UUJF. Akta ini harus me $muat informasi le$ngkap se$pe $rti: 
• Ide $ntitas le$ngkap pe$mbe $ri dan pe$ne $rima fidusia (nama, alamat, pe$ke $rjaan, status, dll). 
• Tanggal, hari, dan jam pe$mbuatan akta. 
• De$tail pe$rjanjian pokok yang dijamin de$ngan fidusia. 
• De$skripsi obje$k jaminan, te$rmasuk ide$ntitas barang dan bukti ke$pe $milikan. 
• Nilai pe$njaminan dan nilai e$konomis dari be$nda yang dijaminkan. 
 Jika obje$k jaminan be$rupa barang pe$rse$diaan yang te$rus be$rubah, maka harus dise$butkan je$nis, 
me $re$k, dan kualitas barang te$rse$but se$cara umum.7 

3. Tahap Ke$tiga (Pe$ndaftaran Jaminan Fidunsia) 
Barang yang dijaminkan de $ngan fidusia wajib didaftarkan, bahkan jika lokasinya be$rada di luar 

wilayah Indone$sia. Prose$s pe$ndaftaran dilakukan di Kantor Pe$ndaftaran Fidusia ole$h pe$ne $rima fidusia 
atau kuasanya, de$ngan me $ngajukan pe$rmohonan dan pe $rnyataan pe$ndaftaran. Pe$rnyataan ini harus 
me $ncantumkan: 
• Ide $ntitas pe$mbe $ri dan pe$ne $rima fidusia. 
• Tanggal dan nomor akta jaminan, se $rta nama dan domisili notaris pe $mbuat akta. 
• Data pe$rjanjian pokok. 
• De$skripsi barang yang dijaminkan. 
• Nilai pe$njaminan dan nilai obje$k jaminan fidusia. 

Kantor akan me$ncatat jaminan fidusia ke$ dalam Buku Daftar Fidusia pada hari yang sama saat 
pe $rmohonan dite$rima. Pada hari itu juga, se$rtifikat jaminan fidusia akan dite$rbitkan dan dise$rahkan 
ke$pada pe $ne $rima fidusia. Se$rtifikat ini adalah salinan re $smi dari catatan di Buku Daftar dan me $njadi 
bukti sah lahirnya jaminan fidusia se$jak tanggal pe$ndaftaran dilakukan.8 

 
5 M. Yasir, “Aspek Hukum Jaminan Fidusia,” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 3, no. 1 (2016): 75–92. 
6 Dewi Kurniawati and Moh Saleh, “Auction Of The Executed Collateral Object Under Fiduciary Guarantee,” Santhet (Jurnal Sejarah 
Pendidikan Dan Humaniora) 8, no. 1 (2023): 112–23. 
7 Fani Martiawan Kumara Putra, “Karakteristik Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Benda Persediaan Dan Penyelesaian Sengketa Saat 
Debitor Wanprestasi,” Perspektif 21, no. 1 (2016): 34. 
8 Junaidi Abdullah, “Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi),” BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam 
4, no. 2 (2016): 115. 
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DasarrHukummJaminannFidusiaadiiIndone $sia 
     Pe$rlindungan te$rhadap konsume $n di Indone $sia te$lah me $miliki dasar hukum yang kuat yang 

dite$tapkan ole$h pe $me $rintah. De$ngan adanya landasan hukum ini, upaya untuk me $njamin hak-hak 
konsume $n dapat diwujudkan se $cara le$bih pasti dan te$rpe $rcaya. Pada tanggal 20 April 1999, De $wan 
Pe$rwakilan Rakyat (DPR) me$nye $tujui Rancangan Undang-Undang Pe$rlindungan Konsume $n untuk 
dibe $rlakukan, yang me$njadi tonggak pe$nting se$te$lah me$lalui prose$s panjang se$lama 2 de$kade$. Undang-
undang te$rse$but me$njadi fondasi hukum utama dalam me $ngatur hak dan ke$wajiban antara pe$laku usaha 
dan konsume $n. Se $lain itu, te$rdapat be$be$rapa re$gulasi pe$ndukung yang me $njadi bagian dari ke$bijakan 
pe $rlindungan konsume $n, antara lain    

1. Keputusan Pemerintah RI No. 57 Tahun 2001 te $ntang Undang-Undang Pe$rlindungan Konsume $n 
Nasional. 

2. Keputusan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2001 te $ntang Pe$ngawasan dan Pe$mbinaan dalam 
Pe$nye $le $nggaraan Pe$rlindungan Konsume $n. 

3. Keputusan Pemerintah RI No. 59 Tahun 2001 me $nge $nai pe $mbe$ntukan Le$mbaga Pe$rlindungan 
Konsume $n Swadaya Masyarakat (LPKSM). 

4. Keputusan Presiden RI No. 90 Tahun 2001 te $ntang pe$ndirian Badan Pe$nye $le $saian Se$ngke $ta 
Konsume $n (BPSK) di se $jumlah kota be$sar se$pe$rti Me$dan, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lainnya. 

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 301/MPP/KEP/10/2001 yang me$ngatur 
pe $ngangkatan se$rta pe$mbe $rhe$ntian anggota dan se$kre$tariat BPSK. 

6. Keputusan Menteri No. 302/MPP/KEP/10/2001 me $nge $nai prose $dur pe$ndaftaran LPKSM. 
7. Keputusan Menteri No. 608/MPP/Kep/8/2002 te $rkait pe$ngangkatan anggota BPSK di be $be$rapa 

kota be$sar. 
8. Keputusan Menteri No. 418/MPP/Kep/4/2002 yang me $ne $tapkan pe$mbe $ntukan tim se$le$ksi calon 

anggota Badan Pe$rlindungan Konsume $n. 
9. Keputusan Menteri No. 480/MPP/Kep/6/2002 se $bagai pe$rubahan dari ke$putusan se$be$lumnya 

me $nge$nai pe $ndaftaran LPKSM.9 
Tujuan utama pe$rlindungan konsume $n adalah untuk me $njamin rasa aman se$rta me$me $nuhi hak-

hak dasar konsume $n dalam ke$giatan transaksi barang maupun jasa. Langkah pe $rlindungan konsume $n 
te$rdiri dari dua be$ntuk utama, yakni tindakan pe$nce $gahan dan pe $nindakan hukum, se $bagai bagian dari 
me $kanisme $ dalam me$njamin hak-hak konsume$n se $cara me$nye $luruh.10 
1. Me$ne $rapkan siste$m pe $rlindungan hukum untuk me $nce $gah pe$nyalahgunaan data konsume $n dan 

me $mastikan ke$patuhan te$rhadap hukum. 
2. Me$njamin ke $se$jahte$raan konsume $n se $kaligus me$lindungi pe $laku usaha yang patuh hukum. 
3. Me$ndorong pe $ningkatan mutu produk dan layanan. 
4. Me$lindungi konsume $n dari praktik usaha yang curang atau me $rugikan. 

5. Me$njaga ke$puasan konsume $n se$bagai faktor pe$nting dalam pe $rtumbuhan se$ktor e$konomi dan bisnis.11 
Dalam tinjauan te$rhadap praktik hukum dan putusan pe $ngadilan, te$rdapat be$be $rapa pre$side $n pe $nting 
yang me$njadi acuan dalam pe$ne $rapan hukum pe$rlindungan konsume $n dan pe $mbiayaan, antara lain: 
• Putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) tertanggal 25 Januari 1929 dalam pe $rkara 

Bie $rbrouwe$rij, yang me$mbahas aspe$k pe $nahanan dalam konte$ks hukum pe $rdata. 
• Putusan Hoggerechtshof (Pengadilan Tinggi Hindia Belanda) tertanggal 18 Agustus 1932 dalam 

pe $rkara BPM-Clyne$t, yang turut be$rpe $ngaruh te$rhadap praktik hukum di Indone $sia kala itu. 
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 te $ntang Jaminan Fidusia, se$bagai 

landasan hukum pe$nting dalam pe$rlindungan konsume $n di se $ktor pe$mbiayaan dan kre$dit.12 
Studi Kasus dan Analisis Te$rhadap Pe$rlindungan Konsume $n 

Kasus : 
Budi me $mbe $li mobil me$lalui ske$ma le$asing dari se$buah pe $rusahaan pe$mbiayaan. Namun, se$te$lah 
digunakan be$be $rapa waktu, ke$ndaraan te$rse$but me $ngalami ke $rusakan se$rius, se $pe $rti me$sin se $ring 
mati tiba-tiba dan gangguan pada siste$m re$m. Me$skipun mobil masih dalam masa garansi, pe $rusahaan 
le$asing hanya be$rse$dia me$mbe $rikan layanan pe$rbaikan te$rbatas dan tidak me$nawarkan pe$nggantian 
unit. Budi me $rasa dirugikan kare$na kualitas mobil yang ia te $rima tidak se$suai de $ngan janji awal pihak 
le$asing. 
Analisis Pe$rlindungan Konsume $n  

 
9 Kusumadewi Yessy and dan Grace Sharon, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, 2022. 
              10 Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum,” Review-UNES, diakses 13 April 2025 
11 Alfina Maharani and Adnand Darya Dzikra, “Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di 
Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review),” Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi 2, no. 6 
(2021): 659–66. 
12 MH Dr. Ashibly.SH., HUKUM JAMINAN, ed. MH Noprizal.SH., Cetakan Pe (Bengkulu: MIH Unihaz, 2018). 
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• Kewajiban Perusahaan Leasing ( Berdasarkan Pasal 4 UUPK ) 
Pe$nye $dia jasa le$asing wajib me$nye $rahkan ke$ndaraan yang layak pakai dan se $suai de$ngan 
de $skripsi yang dise$pakati. Mobil yang dite$rima Budi me$ngandung cacat te$rse$mbunyi, yang 
be$rarti pihak le$asing te$lah me$langgar ke$wajiban hukumnya. 

• Hak Konsumen Atas Garansi ( Pasal 7 UUPK ) 
Me$ngingat ke$rusakan te$rjadi akibat cacat produksi , Budi se $harusnya me$ndapatkan hak atas 
pe $rbaikan me$nye $luruh atau bahkan pe$nggantian ke$ndaraan 

• Praktik Usaha Yang Merugikan ( Pasal 9 UUPK )  
Tindakan pe $rusahaan le$asing yang hanya me$nawarkan pe$rbaikan te$rbatas tanpa me$mbe $ri opsi 
pe $nggantian bisa dikate$gorikan se$bagai praktik yang me$rugikan konsume $n 

Langkah Hukum yang Bisa Ditempuh Budi: 
• Me$nyampaikan pe $ngaduan ke$ Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

• Jika tidak ada solusi yang me$muaskan, Budi dapat me$ne$mpuh jalur hukum me$lalui pe$ngadilan 
untuk me $nuntut pe$nggantian atau kompe$nsasi. 

Perlindungan Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Jaminan Fidusia 
1. Me$kanisme $ Pe$rlindungan Hukum bagi Konsume $n 

Konsume $n me $rupakan individu yang me$manfaatkan barang atau jasa yang be$re$dar di masyarakat, 
baik untuk ke$butuhan pribadi, ke$luarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tidak dapat 
me $lakukan transaksi se$cara langsung. Se$bagai pe$ngguna, konsume $n me $miliki se $jumlah hak dan 
tanggung jawab yang me$le $kat pada dirinya..13 Se$tiap konsume $n yang me $rupakan warga ne $gara 
Indone $sia me $miliki hak untuk me $mpe $role$h pe $rlindungan dari ne$gara te$rhadap hak-haknya se$bagai 
pe $ngguna barang dan/atau jasa.14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 be$rfungsi se$bagai dasar 
hukum utama dalam me$njamin dan me $lindungi hak-hak konsume $n di Indone $sia. Dalam de$klarasi 
konsume $n inte $rnasional yang diusulkan ole $h John F. Ke $nne $dy, dite $gaskan bahwa se$tiap konsume $n 
me $miliki hak dasar, antara lain:  
• Hak atas informasi yang jelas dan benar me $nge $nai produk atau jasa yang digunakan. 

• Hak untuk memperoleh informasi yang akurat dan transparan te $rkait produk atau layanan yang 
digunakan. 

• Hak untuk menyampaikan keluhan, jika me $rasa dirugikan atas produk atau layanan yang dite $rima. 15 
Upaya pe$rlindungan konsume $n didasarkan pada asas dan tujuan be $rdasarkan Undang-Undang 
Pe$rlindungan Konsume $n (UUPK), yaitu: 
• Asassmanfaat 
• Asasske $adilan, 

• Asasske $se$imbangan 
• Asasske $se$lamatan dan ke$amanan konsume $n 
• Asasske $pastian hukum 

Se$me $ntara itu, tujuan dari pe$rlindungan konsume $n se $bagaimana te$rtuang dalam Pasal 3 UUPK 
me $ncakup pe$ningkatan ke$sadaran dan ke$mandirian konsume $n, pe $mbe $rdayaan konsume $n, se $rta 
me $nciptakan pe$rlindungan hukum yang adil dan be$rke$lanjutan. 16 

2. Hak dan Ke$wajiban Para Pihak dalam Pe$rjanjian Le$asing  
Apabila te$rjadi ke$se $pakatan antara le$ssor, le$sse $e $, dan supplie $r, maka masing-masing pihak 

me $miliki tanggung jawab se$rta ke$wajiban te$rte$ntu. Le$ssor be$rtugas me$nye $diakan dana untuk 
me $mbayar barang yang dibe$li dari supplie $r, dan me$miliki hak untuk me$ne $rima pe$lunasan dari biaya 
yang te$lah dise$pakati, te$rmasuk bagian dari ke$untungan yang te$rkumpul. Jika le$sse $e$ tidak mampu 
me $me $nuhi ke$wajiban pe$mbayaran se$wa, le$ssor be$rhak me $narik ke$mbali barang yang be$lum lunas 
dalam jangka waktu yang dite $ntukan, biasanya 30 hari. 

Se$me $ntara itu, tanggung jawab supplie $r antara lain: 
• Me$nye $rahkan barang ke$pada le$sse $e$, yang be$rarti me$mindahkan ke$pe $milikan atau pe$nguasaan 

barang ke$pada pe$nye $wa. 
• Me$mbe $rikan labe$l pada barang yang wajib dibe $ri tanda pe$nge$nal. 

 
13 Rizka Azis and Yusuf Aninidita, “Perlindungan Hak Konsumen Terkait Kenyamanan, Keamanan Dan Keselamatan Penumpang 
Transportasi Bus Kopaja,” Lex Jurnalica 13, no. 1 (2016). 
14 Yulia Susantri, “Perlindungan Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” CONSTITUO : Journal of State 
and Political Law Research 1, no. 1 (2022): 44–58. 
15 Cindy Adriana and Rizka Amelia Azis, “Perlindungan Terhadap Hak Konsumen Terkait Penariksan Paksa Kendaraan Bermotor 
Akibat Kredit (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pdt.Sus-BPSK/2017),” Lex Jurnalica 17, no. 1 (2020): 13–24. 
16 Azis and Aninidita, “Perlindungan Hak Konsumen Terkait Kenyamanan, Keamanan Dan Keselamatan Penumpang Transportasi Bus 
Kopaja.” 
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• Untuk ke$ndaraan be$rmotor, supplie$r be$rtanggung jawab me $mpe $rpanjang masa be$rlaku STNK 
se $lama masa se$wa be$rlangsung. 
Pe$masok (suplie $r) be$rhak me$ne$rima pe$mbayaran atas harga jual barang yang te $lah dibe$rikan 

ke$pada pihak pe$nye $wa (le$sse $e$). Dalam hubungan le$asing, le $sse$e $ me$miliki hak untuk me$ne $rima se$rta 
me $me $riksa barang yang te$lah dise $rahkan ole$h suplie $r guna me $mastikan ke$se$suaiannya. Be $rdasarkan 
ke$te $ntuan dalam pe$rjanjian se$wa, le$sse $e$ wajib me$lakukan pe $mbayaran se$wa ke$pada pihak pe$mbe $ri 
se $wa (le$ssor) se $suai de$ngan waktu dan te$mpat yang te$lah dise $pakati be$rsama. Ke$te$ntuan ini se $jalan 
de $ngan Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Pe$rdata yang me$nye $butkan bahwa ke$wajiban utama 
pe $mbe$li adalah me$mbayar harga se$suai waktu dan te$mpat yang dite$ntukan dalam pe$rjanjian. Jika hal 
te$rse$but tidak dite$ntukan, maka me$nurut Pasal 1514 KUH Pe$rdata, pe$nye $rahan barang dilakukan di 
te$mpat barang be$rada saat pe$rjanjian dibuat, se$dangkan pe $mbayaran dilakukan di lokasi di mana 
pe $rjanjian itu dise$pakati.17 Di samping itu, pe $nye $wa (le$sse $e $) juga me$miliki tanggung jawab untuk 
me $njaga dan me $rawat barang yang dise$wa se $lama masa pe$rjanjian be$rlangsung, de $ngan me$nanggung 
biaya pe$rawatan te$rse$but se$cara pribadi. Se$te$lah se$luruh angsuran dilunasi se $suai ke$te$ntuan 
pe $rjanjian, le$sse $e$ me $mpe $role$h hak untuk me$miliki barang te $rse$but se$cara pe$nuh.18 

 
SIMPULAN 

Pe$ne $rapan jaminan fidusia dalam se $ktor le$asing ke $ndaraan be $rmotor me$rupakan bagian dari 
siste $m hukum yang be $rtujuan untuk me $mbe $rikan pe$rlindungan ke $pada kre$ditur se $kaligus me$njamin hak-
hak de$bitur. Be$rdasarkan pe$mbahasan, be$be$rapa hal pe$nting dapat disimpulkan: 
• Prosedur Pengikatan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia 

  Me$libatkan tiga tahap pe$nting yaitu: 
1. Pe$rjanjian pokok antara kre$ditur dan de$bitur 
2. Pe$mbuatan Akta Jaminan Fidusia ole $h notaris 
3. Pe$ndaftaran di Kantor Pe$ndaftaran Fidusia untuk me$ndapatkan se$rtifikat fidusia. 

Se$rtifikat ini me$mbe$rikan hak pre$fe $re$n ke$pada kre$ditur dan me$mastikan bahwa ke$ndaraan tidak dapat 
dipindahtangankan tanpa pe$rse$tujuan. 
• Hak dan Kewajiban Dalam Skema Leasing 

    Dalam ske$ma finance$ le $ase$, le $sse$e $ wajib me$lunasi angsuran hingga nilai ke $ndaraan te$rcapai, dan 
ke$mudian be $rhak atas ke$pe$milikannya. Se $dangkan pada ope$rating le$ase$, ke$ndaraan dike$mbalikan ke$ 
le$ssor di akhir masa se$wa. 

• Penyalahgunaan Dalam Praktik Jaminan Fidusia 
    Dalam praktik, se$ring dite$mukan pe $langgaran se$pe$rti pe$narikan ke$ndaraan se$cara se$pihak tanpa 
ke$putusan pe $ngadilan, pe $nggunaan se$rtifikat fidusia ole$h de $bt colle$ctor yang tidak se$suai hukum, 
se $rta minimnya transparansi kontrak antara pihak le $asing dan konsume $n. 

• Dampak Terhadap Konsumen 
    Konsume $n ke $rap me $ngalami ke$rugian, baik se$cara mate$riil maupun psikologis, akibat prose $dur 
pe $narikan yang tidak sah. Hal ini be $rte$ntangan de$ngan prinsip pe $rlindungan konsume $n dalam UU 
No. 8 Tahun 1999. 

• Perlunya Perlindungan Hukum Dan Pengawasan 
    Konsume $n me $miliki hak atas ke$amanan, informasi yang transparan, dan pe $rlakuan yang adil. UU 
Jaminan Fidusia juga me $ne $gaskan bahwa e$kse $kusi fidusia harus me$lalui prose $s pe $ngadilan. Untuk 
itu, pe $ngawasan dari pe$me $rintah te$rhadap pe$rusahaan le$asing pe $rlu ditingkatkan agar tidak te $rjadi 
pe $langgaran hak konsume $n. 
 

SARAN 
1. Peningkatan Edukasi Hukum Bagi Konsumen. Pe$me $rintah be $rsama le$mbaga pe$rlindungan konsume $n 

pe $rlu me$ningkatkan sosialisasi dan e$dukasi hukum ke $pada masyarakat me$nge $nai hak-hak me$re$ka 
dalam pe$rjanjian le$asing dan ke$be$radaan jaminan fidusia. Hal ini pe $nting agar konsume $n tidak 
mudah dirugikan ole$h praktik le$asing yang me$nyimpang. 

2. Transparansi Dalam Perjanjian Leasing. Pe$rusahaan le$asing harus me$mbe $rikan informasi se$cara 
te$rbuka, rinci, dan mudah dipahami te $rkait isi pe $rjanjian, te$rmasuk hak dan ke$wajiban masing-
masing pihak se $rta me$kanisme $ jaminan fidusia yang digunakan. Hal ini se$jalan de$ngan prinsip hak 

 
17 Mohamad Kharis Umardani, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum,” Journal of Islamic Law Studies Volume 4, no. 1 
(2021): 20. 
18 Rusdi, “Tinjauan Hukum Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan,” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 
3, no. 5 (2015): 1–11. 
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atas informasi yang diatur dalam UUPK. 
3. Penegakan Hukum dan Pengawasan dalam Penyalahgunaann Fidusia. Pe$ne $gakan hukum harus 

dite$gakkan se$cara te$gas te$rhadap pe$rusahaan le$asing yang me $lakukan pe$narikan ke$ndaraan se$cara 
se $pihak tanpa me$lalui prose$s pe $radilan, kare$na be$rte$ntangan de $ngan ke$te$ntuan Undang-Undang 
Jaminan Fidusia. Pe$me $rintah juga diharapkan me$mpe $rkuat pe $ngawasan agar tindakan se$macam ini 
tidak te$rus te$rjadi. 

4. Pemberdayaan Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen. Le$mbaga se$pe $rti Badan Pe$nye $le $saian 
Se$ngke $ta Konsume $n (BPSK) pe$rlu dibe$rdayakan se$cara optimal untuk me$mbe$rikan alte$rnatif 
pe $nye $le$saian yang ce$pat, murah, dan adil bagi konsume $n yang me $ngalami se$ngke $ta, te$rutama dalam 
kasus le$asing ke$ndaraan be$rmotor. 

5. Revisi atau Penguatan Aturan Leasing dan Fidusia. Pe $rlu ada e$valuasi dan pe $nye $mpurnaan re$gulasi 
te$rkait praktik le$asing dan jaminan fidusia agar le$bih be $rpihak pada ke$adilan dan pe$rlindungan 
konsume $n, se $rta me$nce$gah multitafsir yang dapat dimanfaatkan ole $h pe$laku usaha se$cara se$pihak. 
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